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PENETAPAN
Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkaranya:
Fatahollah bin Mahdi , umur 41 tahun agama islam, pendldlkan terakhir SD,

1. Bahwa P telah menlkah dengan seorang, perempygin bernama
SUHAIMA B LLA"H “suami istri s "" i qta tanggal 01
Agustus 1988, Ui teﬁ%{a a.-?,.d.-?'l '}'Kun "Nikah Nomor

Moyo Hulu.
2. Bahwa selama pernikahan OLLAH BIN MAHDI dengan
SUHAIMA BINTI AMINOLLAH telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke satu yang

bernama :
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WULANDARI , tanggal lahir 21 Oktober 2001, umur 15 tahun, 6 bulan,
agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Buin Sepit
RT.009 RW.003 Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
Dengan calon suaminya bernama :
IKHSAN, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal
di Dusun Olat Po, RT.002 RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir,
Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum
syari'at islam maupun Peraturan dang-undangan yang berlaku

semuanya telah terpen' bQoi anak Pemohon sampai
saat ini belum me - ahan tersebut sangat
mendesak untuk calon istri dalam
keadaan hamil , i\ terjadi perbuatan
yang dilarang fera dinikahkan.

umur 16 tahu i i sigh untuk menjadi

7. Bahwa Pemohon telah m' Sarzinipzinnel kehendak pernikahan anak
Pemohon dengan M. ALY FIKRI pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak
untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur,
sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor
82/KUA.18.03.03/7/PW.00/02/2017, tanggal 23 Pebruari 2017.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cg. Majelis Hakim yang terhormat
berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :
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PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan
anak Pemohon bernama WULANDARI dengan calon suami bernama
IKHSAN.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan
mencatat pernikahan tersebut.

4. Membebankan biaya perkara meg
SUBSIDER :

Atau apabila PeAgagli gamre =N, mohon perkara ini

Bahwa pad ., Pemohon telah
datang menghaga qep tkha menasehati
/ , |
Pemohon agar | | e Bl ermeﬁr\ ya cukup umur
untuk menikah, & 4pi usa Sefirtigd™erhasl: rT1 |
l( -y o

Anak Pemohon : \ﬁu A L Rl a - @Ktober 2001, umur 15
tahun, 6 bulan, agam gl ajar~P€rtempat tinggal di Dusun
Buin Sepit RT.009 RW.003 Dese . amatan Moyo Hulu, Kabupaten
Sumbawa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 21 Oktober 2001;

- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Ihksan, Umur
21 tahun;

- Bahwa sejak mengenal pria tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya,
bahkan sering mengajaknya pergi berduaan dan sudah melakukan
hubungan badan;

- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan pria tersebut,;

- Bahwa ia sudah bekerja honorer;
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- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang

dilarang untuk menikah;

- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang
lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan

calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon suami anak Pemohon: IKHSAN, umur 22 tahun, agama islam,
pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Dusun Olat Po, RT.002 RW.005,
Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam
persidangan telah memberik
berikut : :

ang pada pokoknya sebagai

- Bahwa ia adalah

- Bahwa sejak 3 er i art&rik ddn mencintainya,
bahkan ia sei| ( gajak DY yi BeY hﬁ‘vplhukan hubungan
badan; ' g II

- Bahwa ia sud ﬂa wanita tersebut,

- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang
lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada

paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka
persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
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3. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa,
( bukti P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

1. Muhammad Yani bin Yani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

adalah jejaka;

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
2. Masri binti Mahdin;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Pemohon, anak

Pemohon, dan calon suami anak Pemohon bernama lkhsan;

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah

sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
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- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah
sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar
norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya
tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor

Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, akan tetapi ditolak karena anak

suaminya tidak ada

hubungan sauy ' ) ehis ol ada halangan untuk

- Bahwa stg calon suaminya
adalah jej
- Bahwa afia q dan telah siap
menjadi il E}g
Bahwa se njutnya Pemohon menyampaikan lan dan mohon
penetapan; t,
Bahwa untukyaempe aka ditunjuk Berita

Acara Sidang perkarasini yddg tidgk terpisahkan dengan

penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa
Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wulandari dengan calon
suaminya yang bernama lkhsan karena antara keduanya telah bertunangan
dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir
apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.3 dan dua orang saksi, masing-
masing: Muhammad Yani bin Yani dan Masri binti Mahdin;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu tanda Penduduk yang berisi
identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan
bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa
Besar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah yang
membuktikan Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan
bernama Suhaima pada tanggal 1 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Penolakan dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Moyo H g disebabkan karena Wulandari

Menimbang, bgi D8 S akei-Ren simg-masing: Muhammad
Yani bin Yani dan Jtass Di e kA keterangan yang
bersesuaian _ 7 a : salgi-saksi  tersebut
didasarkan pada jpeig reTI0 Ctr el N P \ langsung saksi,
oleh karenanya rffa J i g Eierart si-saksi tersebut

- Bahwa Pemoho ,_ Fite ALY pilaknygfuntuk menikahkan

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Ikhsan, sudah demikian eratnya,
sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan

perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa antara Wulandari dan Ikhsan tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan

persetujuannya untuk menikah;
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Menimbang, bahwa  berdasar Dbukti-bukti  tersebut, majelis
mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun, maka
berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa Wulandari dan Ikhsan sama-sama beragama islam, keduanya
tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain
dan sama-sama setuju untuk menikabh;

Bahwa meskipun anak Pemabag. belum berumur 16 tahun, tapi ia

tampak dewasa dan hubupes : 2 dah sedemikian eratnya

atas maka majelis angmanfaat ]kg'hem i pensasi kepada

menikahkan anaknya, maka P : Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa diperintahkan untuk
melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak
perempuannya bernama Wulandari dengan calon suaminya bernama

lkhsan;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu,
Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan

kedua calon mempelai tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

bertepatan denga : E Akhmad Junaedi
S.H. sebagai Ket : : M QH. MEI. masing-
masing sebagai S )| tAMsbut dil cRani dalam sidang

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi . Rp. 5.000,-
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5. Meterai . Rp. 6.000,-
Jumlah: Rp. 221.000,-
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